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ABSTRAK

Gaji kecil yang diterima apoteker menjadi salah satu penyebab rendahnya kehadiran apoteker di
apotek. Pengurus Daerah lkatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD IAl DIY) telah
mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di DIY pada tahun 2017 agar
dapat dijadikan acuan bagi apoteker di DIY yang bepraktek di apotek. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui implementasi SK tersebut pada apoteker di DIY. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif non-eksperimental. Variabel penelitian adalah jasa pokok, pendapatan tambahan dan fasilitas
lain. Instrumen penelitian adalah kuesioner. Metode sampling yang digunakan adalah accidental
sampling. Untuk menghitung jumlah sampel digunakan rumus Slovin. Dengan tingkat kepercayaan 90%,
diperoleh jumlah sampel minimal adalah 222 responden. Namun dalam penelitian ini akhirnya diperoleh
responden sebanyak 268 apoteker yang berpraktek di apotek. Responden berasal dari lima
kabupaten/kota di DIY. Pengambilan data dilakukan pada Agustus 2019 sampai Februari 2020. Instrumen
penelitian menggunakan e-kuisioner dalam google form yang disebarkan melalui media sosial anggota IAl
DIY dan juga penyebaran langsung ke beberapa apotek di DIY. Data yang diperoleh dianalisis melalui uji
statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan hanya 11 responden memenubhi seluruh kriteria pada SK.
Pada kategori apoteker pemegang SIA hanya tujuh responden yang memenuhi semua kriteria pada SK,
yaitu tiga responden berasal dari Sleman, dua responden dari Kota Yogyakarta dan dua responden dari
Bantul. Pada kategori apoteker non-pemegang SIA hanya empat responden yang memenuhi semua
kriteria pada SK, yaitu satu responden berasal dari Sleman, dua responden dari Kota Yogyakarta dan satu
responden dari Gunung Kidul. Dapat disimpulkan bahwa SK PD IAlI DIY mengenai standar jasa profesi
belum diimplementasikan secara menyeluruh oleh apoteker DIY.
Kata Kunci: apotek; apoteker; jasa profesi; Yogyakarta

ABSTRACT

The small salary received by pharmacists is one of the reasons for the low attendance of
pharmacists in pharmacies. The regional management of the Yogyakarta Special Region of Indonesian
Pharmacist Association (PD IAl DIY) has issued a Decree (SK) on Professional Service Standards for
Pharmacistsin DIY in 2017 so that it can be used as a reference for pharmacists in Yogyakarta who practice
in pharmacies. This study aims to determine the implementation of the decree on pharmacists in DIY.
Research variables are basic services, additional income and other facilities. The research instrument is a
guestionnaire. The sampling method used is accidental sampling. To calculate the number of samples
used the Slovin formula. With a confidence level of 90%, the minimum sample size is 222 respondents.
However, in this study, 268 pharmacists who practice in pharmacies finally obtained respondents.
Respondents came from five districts/cities in DIY. Data were collected from August 2019 to February
2020. The research instrument used an e-questionnaire on a google form which was distributed through
social media for members of IAl DIY and also distributed directly to several pharmacies in DIY. The data
obtained were analyzed through descriptive statistical tests. The results showed that only 11 respondents
met all the criteria in the SK. In the category of pharmacists who hold SIA, only seven respondents met all
the criteria in the SK, namely three respondents from Sleman, two respondents from Yogyakarta City, and
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two respondents from Bantul. In the non-SIA pharmacist category, only four respondents met all the
criteria in the SK, namely one respondent from Sleman, two respondents from Yogyakarta City, and one
respondent from Gunung Kidul. It can be concluded that the SK PD IAI DIY regarding professional service
standards has not been fully implemented by DIY pharmacists.

Keywords: pharmacy; pharmacist; professional service standard; Yogyakarta

PENDAHULUAN

Kehadiran apoteker untuk melakukan
praktek apotek di Indonesia cenderung masih
rendah. Padahal kehadiran apoteker di apotek
diperlukan untuk dapat memastikan bahwa
apotek menyediakan, menyimpan dan

menyerahkan perbekalan farmasi yang
bermutu baik dan terjamin keabsahannya.
Apoteker juga harus hadir karena

berkewajiban memberikan informasi yang
berkaitan dengan penggunaan obat oleh
pasien tepat, aman dan rasional (1, 2).
Kenyataannya apoteker sebagai ahli di bidang
obat-obatan merupakan profesi tenaga
kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat
(3, 4). Salah satu alasan yang diduga menjadi
penyebab rendahnya kehadiran apoteker di
apotek adalah rendahnya besaran jasa profesi
yang ditawarkan (5). Besaran pendapatan
yang diterima oleh seseorang tentunya akan
mempengaruhi kinerja orang tersebut (6).
Disamping itu terdapat kepuasan tersendiri
dalam bekerja apabila besaran pendapatan
sesuai seperti yang diharapkan (7). Besaran
jasa profesi yang kurang memadai ini salah
satunya penyebab  tingginya
pergantian apoteker di apotek dan rumah
sakit (8; 9). Beberapa negara telah menerapkan
remunerasi pendapatan untuk apoteker
berdasarkan kegiatan farmasi klinik atau

menjadi

pelayanan lain yang dilakukan (10; 11).
Namun hal tersebut sampai saat masih sulit
diterapkan di Indonesia, mengingat jasa
profesi apoteker yang akan masuk ke dalam
biaya pelayanan juga akan mempengaruhi
biaya obat (12; 13).

Pengurus Daerah Ikatan Apoteker
Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD
IAI DIY) sebagai organisasi yang melindungi
anggotanya mengeluarkan Surat Keputusan
(SK) PD IAI DIY No 029/IAI-DIY/SK/VI1/2017
tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di DIY.
SK tersebut dikeluarkan agar apoteker yang
berpraktek di apotek di DIY memiliki acuan

standar besaran dan komponen penghasilan
yang diperoleh. SK tersebut mengatur gaji
pokok, pengelolaan apotek, transportasi dan
uang makan. Selain itu juga terdapat
pendapatan tambahan lainnya seperti uang
tuslag (jasa dari pelayanan), persentase dari
omzet yang diterima dari tempat apoteker
berpraktik di apotek sebesar 1% jika apotek
sudah mencapai BEP (Break Even Point) dan
mendapatkan tunjangan hari raya (THR).
Tunjangan atau fasilitas yang didapat selain
yang telah disebutkan di atas adalah beberapa
fasilitas lain seperti tunjangan kesehatan
berdasarkan BPJS kelas II, mendapatkan hak
untuk cuti, baik cuti tahunan maupun cuti
melahirkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku'.

Di Indonesia, penelitian tentang
evaluasi standar jasa profesi apoteker masih
jarang dilakukan. Penelitian yang pernah

dilakukan oleh Aditama, et al. (2018)°
mendapatkan hasil bahwa sebesar 78%
apoteker yang berpraktik di apotek di

Kabupaten Sleman, Yogyakarta mendapatkan
gaji yang masih belum sesuai dengan yang
diharapkan. Dimana rata-rata gaji atau upah
take home pay yang mereka terima berkisar
Rp2.000.000 — Rp3.000.000 dengan tambahan
uang tuslag®. Padahal penelitian mengenai
jasa profesi apoteker di negara maju telah
dilakukan, seperti di Kanada dan Amerika
Serikat (15; 16; 17; 18). Bahkan penelitian
mengenai  pendapatan  tenaga  teknis
kefarmasian juga pernah dilakukan di Kanada
dan Amerika Serikat (19; 20).

Penelitian oleh Aditama, et al. (2018)°
dilakukan pada tahun 2018 untuk mengetahui
implementasi SK PD IAI DIY No 029/IAI-
DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi
Apoteker di DIY pada apoteker di Kabupaten
Sleman setelah satu tahun diterbitkan. Namun
penelitian di kabupaten/kota lain di DIY
belum pernah dilakukan. Oleh karena itu
penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
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mengetahui implementasi SK PD IAI DIY
tersebut di semua kabupaten/kota di DIY
setelah hampir tiga tahun diberlakukan.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan
desain penelitian deskriptif non-
eksperimental. Pengambilan data

menggunakan e-kuesioner. Penelitian ini
dilakukan pada apoteker yang berpraktek di
apotek di lima kabupaten/kota di DIY pada
bulan Agustus 2019 — Februari 2020. Populasi
yang digunakan pada penelitian ini adalah
seluruh apoteker yang berpraktek di apotek di
DIY yang berjumlah 500 orang?. Dengan
menggunakan rumus Slovin  dengan
convidence level 90%, maka minimal sampel
yang harus dipenuhi adalah 222 orang.
Pengambilan sampel menggunakan teknik
convenience sampling. Kriteria inklusi pada
penelitian ini yaitu apoteker yang memiliki
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan
berpraktek di apotek di DIY. Kriteria eksklusi
pada penelitian ini yaitu apoteker yang tidak
mengisi kuesioner secara lengkap.
Pengambilan data menggunakan e-
kuesioner melalui platform google form yang
disebarkan melalui grup media sosial anggota
IAI di lima kabupaten/kota di DIY dan juga
melakukan penyebaran secara langsung ke
beberapa apotek di lima kabupaten/kota
tersebut. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis dengan Microsoft Excel dan dicari
nilai rata-rata (mean). Penelitian ini telah
memperoleh keterangan layak etik dari
Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta dengan No.
206/EC-KEPK FKIK UMY/X/2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden pada penelitian ini adalah
seluruh apoteker yang masih aktif berpraktik
di apotek di D.I Yogyakarta dengan total
responden sebanyak 268 orang. Jumlah
responden ini jumlah
minimal sampel yang terhitung sebelumnya.
Responden yang digunakan pada penelitian

telah memenuhi

adalah responden yang memenuhi kriteria
inklusi dan ekslusi. Responden pada

penelitian ini
karekteristrik
menganalisis responden. Berdasarkan tabel I,
terlihat bahwa karakteristik yang digunakan
adalah jenis kelamin, pendidikan terakhir,
lama menjalankan profesi, lama kerja di
apotek tempat praktek saat ini, status
pegawai, berapa hari dalam seminggu bekerja,
dan besaran take home pay.

Berdasarkan data karakteristik
responden pada tabel I terlihat bahwa dari

dibagi
untuk

kedalam beberapa
memudahkan

kelima kabupaten, sebagian besar responden
adalah perempuan dan berpendidikan
terakhir yaitu Profesi Apoteker. Hal ini sesuai
dengan profil kesehatan Provinsi DIY Tahun
2017 yang menyatakan bahwa apoteker
yang bekerja di apotek di Provinsi DIY
mempunyai kecenderungan lebih banyak
berjenis kelamin perempuan dibandingkan
laki-laki?!.

Berdasarkan lama menjalankan praktek
profesi dan lama kerja di apotek tempat kerja
saat ini dan pada tabel I terlihat bahwa
apoteker tersebut telah
menjalankan praktek profesi selama 1-5 tahun
dan telah berpraktek di apotek tempat saat ini
bekerja selama 1-3 tahun. Lama kerja di apotek
dapat mempengaruhi besaran omset yang di

sebagaian besar

diperoleh karena semakin lama seseorang
bekerja tersebut
pengalaman yang luas dan sikap kerja yang
terampil, sehingga dapat membantu untuk
apotek yang lebih
banyak. Lama menjalankan praktek profesi
apoteker juga akan mempengaruhi besaran
gaji yang diterima dan tunjangan-tunjangan
lain yang dinilai berdasarkan pengalaman

maka orang memiliki

mendapatkan omset

yang sudah pernah didapatkan? Lama kerja
juga termasuk indikator dalam
mempertimbangkan jasa profesi yang
didapatkan®. Lama kerja menjadi salah satu
pertimbangan  pemberi  kerja  untuk
menentukan take home pay. Apoteker dengan
pengalaman kerja yang lebih banyak biasanya
akan mendapatkan gaji yang lebih besar.
Namun hal ini juga ditentukan oleh usia
apoteker tersebut. Usia akan menentukan
produktivitas kerja. Pada apoteker dengan
usia lanjut, hal ini tidak berlaku lagi (23).
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Berdasarkan tabel I, terlihat bahwa
sebagian besar responden bekerja secara full
time, sedangkan sisanya bekerja secara part
tentunya
mempengaruhi besaran jasa yang diperoleh
dimana apoteker yang bekerja secara full time
akan mendapatkan gaji yang lebih besar

time. Perbedaan ini akan

dibandingkan apoteker yang bekerja secara
part time (24; 25). Jumlah hari kerja dalam part
time juga berpengaruh terhadap jasa profesi
yang didapatkan. Menurut PD IAI DIY
(2017)%, apoteker yang berhak mendapatkan
jasa profesi yang sesuai dengan SK PD IAI DIY
adalah apoteker yang berpraktik 6 jam perhari
atau 40 jam perminggu.

Berdasarkan besaran take home pay pada
tabel I, terlihat bahwa sebagian besar
responden dari kelima kabupaten
mendapatkan take home pay sebesar lebih dari
Rp2.500.000. PD IAI DIY telah menetapkan
standar jasa pokok apoteker di DIY sebesar
Rp2.500.000 untuk apoteker pemegang SIA
dan sebesar Rp2.100.000 untuk apoteker non-
pemegang SIA. Jika dibandingkan dengan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari
Kabupaten Sleman yaitu Rp1.846.000, Kota
Yogyakarta yaitu Rp2.004.000, Kabupaten
Bantul yaitu Rp1.790.500, Kulon Progo
Rp1.750.500 dan Gunung Kidul Rp1.705.000,
sebagian besar responden telah mendapatkan
besaran take home pay diatas UMK.

Berdasarkan data pada tabel I, dapat
dilihat bahwa sebagian besar responden
memperoleh take home pay lebih besar dari
Rp2.500.000. Besaran take home pay terdiri
dari jasa pokok apoteker dan pendapatan
tambahan seperti
penelitian yang dilakukan oleh Aditama, dkk.
(2017)5, rata-rata besaran take home pay yang
didapat adalah Rp2.000.000-Rp3.000.000. Jika
dibandingan dengan penelitian oleh Aditama,
dkk. (2017)>, maka take home pay yang
didapatkan oleh responden masih sama
dengan hasil penelitian sebelumnya

Selain karakteristik responden, peneliti
juga melakukan penggambaran karakteristik

lainnya tuslag. Pada

apotek tempat responden berpraktek yang
dapat dilihat pada tabel II. Karakteristik
tersebut meliputi jenis apotek, usia tempat

kerja, kepemilikan apotek, jumlah pasien per
shift dan omset apotek tiap bulan.
Berdasarkan karakteristik apotek tempat
kerja responden pada tabel II terlihat bahwa
jenis apotek didominasi oleh apotek milik
perorangan. Apotek milik perorangan adalah
suatu apotek dimana apoteker pemegang SIA
(APSIA) bisa sekaligus menjadi Pemilik
Sarana Apotek (PSA) tersebut (26, 27) Apotek
yang bersedia menjadi responden sebagian
besar memang milik perorangan. Partisipasi
apotek BUMN dan franchise untuk menjadi
responden sangat rendah terkait beberapa
informasi perusahaan mengenai besaran
omset dan penggajian apoteker yang
berpraktek di sana yang tidak dapat
disampaikan kepada pihak luar. Padahal
menurut hasil penelitian di Kanada
menunjukkan bahwa apoteker yang bekerja di
apotek jejaring memiliki pendapatan yang
lebih besar dibandingkan dengan apotek non-
jejaring (milik perorangan) (16).
begitu, berdasarkan kepemilikan apotek yang
ditampilkan dalam tabel II, terlihat bahwa
sebagian besar apoteker yang bekerja di
apotek di lima kabupaten/kota bukan
merupakan pemilik dari apotek tersebut
sehingga besaran jasa yang didapatkan bukan

Namun

wewenang penuh dari apoteker melainkan
ditentukan PSA.
persentase apoteker sebagai pemilik apotek
disebabkan karena untuk mendirikan apotek
tidak harus didirikan oleh seorang apoteker.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI
No 9 tentang Apotek (2017)%, apoteker
dapat bekerja sama dengan pemilik modal
untuk mendirikan apotek dapat
modal  sendiri  untuk

bersama Rendahnya

atau
menggunakan
mendirikan apotek.

Berdasarkan tabel II, sebagian besar
apotek berusia kurang dari lima tahun. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar apotek
yang berada di DIY tergolong masih baru.
Lama usia apotek dapat mempengaruhi
besaran gaji, baik gaji pokok maupun
tunjangan-tunjangan lainnya. Apabila suatu
apotek ternyata sudah mencapai Break Event
Point (BEP), maka apotek tersebut lebih bisa
mensejahterakan karyawannya.
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Berdasarkan jumlah pasien yang
dilayani setiap shift dari tabel II, diperoleh
hasil untuk
Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo
dan Kota Yogyakarta melayani 0-30 pasien
setiap shift, sebagian besar apotek di

Kabupaten Bantul melayani 30-50 pasien

sebagian besar apotek di

setiap shift, sedangkan sebagian besar apotek
di Kabupaten Gunung Kidul melayani 50-100
pasien setiap shift. Jumlah pasien yang
dilayani setiap shift tersebut akan berpengaruh
apotek
tersebut dimana omset dapat berhubungan
dengan besaran gaji dan tunjangan-tunjangan
lain yang diterima karyawan Apotek. Besaran
omset dapat dipengaruhi oleh jumlah pasien
yang dilayani dalam setiap shift. Semakin
banyak pasien yang dilayani, maka omset
semakin naik. Apotek dengan omset yang
besar akan memiliki keadaan finansial yang

terhadap omset yang diperoleh

lebih baik dibandingkan apotek dengan omset
yang kecil sehingga hal ini dapat berpengaruh
juga terhadap besaran gaji karyawan. Oleh
karena itu, jika apoteker mengharapkan jasa
profesi yang diterima tinggi, maka apoteker
juga harus memberikan kinerja yang baik
sehingga dapat meningkatkan pendapatan
apotek®.

Dalam SK PD IAI DIY Nomor 029/IAI-
DIY/SK/VII/2017%, terdapat yang
menyebutkan bahwa apoteker berhak
mendapatkan jasa pokok sesuai dengan
standar yang telah di tetapkan apabila

klausa

minimal kehadiran adalah 6 jam/hari atau 40
jam/minggu. Jasa pokok yang dimaksud
terdiri dari gaji pokok, pengelolaan apotek,
uang transportasi, dan uang makan. Besaran
jasa pokok yang telah ditetapkan sesuai
standar untuk apoteker pemegang SIA
minimal Rp2.500.000 dan untuk apoteker non
pemegang SIA minimal Rp2.100.000. Data
responden yang memperoleh jasa pokok
sesuai dengan standar dalam SK PD IAI DIY
Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 dapat dilihat
pada tabel III.
Dalam Surat Keputusan Pengurus
Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.
002/PP.IAI/1822/111/2019 Tentang Peraturan
Organisasi Tentang Standar Minimal Jasa

Profesi Apoteker Di Apotek Dan Klinik?, jasa
praktik pelayanan kefarmasian meliputi
sitting fee, swamedikasi, konseling, visite, home
pharmacy care yang dananya bersumber dari
operasional maupun pasien itu sendiri. Jika
dibandingkan dengan negara lain seperti
Kanada pelayanan farmasi terbagi menjadi
enam belas program yang masing-masing
terdapat sub program dan setiap sub program
mendapatkan bayaran dari pemerintah, pihak
ketiga, dan asuransi'’. Pada tahun 2013,
pendapatan apoteker full time yang bekerja di
apotek di Kanada mendapatkan gaji $44,12 per
jam (15). Jika dibandingkan dengan negara
lain seperti di Malaysia, gaji minimum
seorang apoteker pada tahun 2020 sebesar
RM2740 (30). Hal tersebut menunjukkan
pendapatan yang diterima apoteker yang
berpraktek di apotek di DIY masih sangat jauh
tertinggal

negara lain.

Selain besaran jasa pokok yang
ditetapkan sesuai dengan standar, apoteker
juga pendapatan
tambahan yang berasal dari jasa pelayanan
(tuslag), persentase sebesar 1% dari omset
tota, dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Menurut Peraturan Meteri Ketenagakerjaan
No.6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya pasal 2%, pekerja dengan
masa kerja 12 bulan atau lebih maka akan
diberikan THR sebesar 1 bulan gaji pokok.
Berdasarkan SK tersebut, apoteker juga
berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas lain
meliputi tunjangan kesehatan yang sesuai
standar yaitu BPJS kelas II, cuti tahunan dan
cuti melahirkan bagi apoteker perempuan.
Data yang
pendapatan tambahan dan fasilitas lain sesuai
dengan kriteria dalam SK PD IAI DIY Nomor
029/1AI-DIY/SK/VII/2017 dapat dilihat pada
tabel IV.

Berdasarkan data pada tabel IV terlihat
bahwa masih banyak responden yang tidak
menerima tunjangan kesehatan atau sudah
menerima namun belum sesuai
standar yaitu BPJS kelas II.
kesehatan adalah tambahan pendapatan di
luar gaji yang diperoleh yang berkaitan

apabila dibandingkan dengan

berhak mendapatkan

(Permenaker)

responden memperoleh

dengan
Tunjangan
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Tabel III. Kesesuaian Besaran Jasa Pokok yang Diperoleh Responden Dibandingkan
dengan SK IAI DIY Nomor 029/IAI-DIY/SK/VI1I/2017

Standar Jasa

Jumlah Responden Yang Memenuhi Standar

Pokok Sleman Yogyakarta
(APSIA, (APSIA,
n=46; n=38;
non APSIA, non APSIA,
n=45) n=52)
APSIA 30 25
(minimal (33%) (28%)
Rp2.500.000)
Non APSIA 31 35
(minimal (34%) (39%)
Rp2.100.000)

Bantul Kulon (Progo Gunung
(APSIA, APSIA, n=9; (Kidul
n=33; non APSIA, APSIA, n=14;
non APSIA, n=4) non APSIA,

n=24) n=3)

20 6 8
(35%) (46%) (47%)

16 2 3
(28%) (15%) (18%)

dengan kesehatan dan merupakan bantuan
dari institusi tempat bekerja. Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019
tentang Jaminan Kesehatan®?, besaran iuran
bagi peserta pekerja penerima upah adalah
sebesar 5% dari gaji perbulan. Iuran tersebut
dibayar dengan ketentuan 4% dibayar oleh
pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Selain tunjangan kesehatan, fasilitas
lain yang berhak diperoleh yaitu cuti, baik cuti
tahunan maupun cuti melahirkan. Data pada
tabel IV menunjukkan bahwa sebagian besar
apoteker yang menjadi responden pada

penelitian ini menyatakan bahwa telah
memperoleh cuti tahunan dan cuti
melahirkan. Lama cuti tahunan yang

diperoleh adalah sekurang-kurangnya 12 hari
kerja setelah pekerja yang bersangkutan
tersebut bekerja selama 12 bulan secara terus
menerus. Sedangkan bagi pekerja perempuan
berhak memperoleh cuti selama 1,5 bulan
sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah
melahirkan?®.

Setelah melakukan analisis terhadap
semua kriteria standar jasa profesi yang
tercantum pada SK IAI DIY Nomor 029/IAI-
DIY/SK/VII/2017, diperoleh hasil jumlah
APSIA yang memperoleh jasa profesi sesuai
semua kriteria yang tercantum pada SK di
Kabupaten Sleman berjumlah 3 responden
(7%), Kota Yogyakarta 2 responden (5%),
Bantul 2 responden (4%), Kulon Progo dan

Gunung Kidul tidak ada yang memenuhi.
Apoteker non APSIA yang memenuhi semua
kriteria pada SK di Kabupaten Sleman
berjumlah 1 responden (2%), Kota Yogyakarta
2 responden (4%), Bantul dan Kulon Progo
tidak ada yang memenuhi, dan Gunung Kidul
1 responden (3%).

Setelah diperinci kembali berdasarkan
peraturan yang ada, hasil penelitian
menunjukkan hanya terdapat 2 indikator
penilaian yang nilai rata-rata berada di atas
50% yaitu memperoleh tuslah dan THR sesuai
standar (1 bulan gaji pokok) berada di angka
71,6% dan 77,4%. Sedangkan nilai rata-rata
indikator penilaian lainnya berada di bawah
50%. Artinya, kondisi pengupahan apoteker di
DIY, apabila dibandingkan dengan peraturan
yang ada, jauh dari standar yang ditetapkan.
Implikasinya, empat
peraturan tersebut tidak cukup kuat untuk
“mempush” apotek untuk memberikan take
home pay yang standar untuk para apoteker.

Selanjutnya, apabila
dengan penelitian sebelumnya oleh Aditama,
et al. (2018)5 pada tahun 2017, yang artinya
peraturan belum dilaksanakan serta memiliki
lokus lebih sempit, yaitu hanya kabupaten
Sleman saja. Menyimpulkan bahwa sebanyak

tahun berjalannya

dibandingkan

78% responden menyatakan besaran jasa
profesi yang diterima belum sesuai dengan
harapan. Dimana rata-rata gaji atau upah take
home pay yang mereka terima berkisar
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Tabel IV. Kesesuaian Pendapatan Tambahan dan Fasilitas Lain yang Diperoleh
Responden Dibandingkan dengan SK IAI DIY Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017

Sleman Kota Bantul Kulon Gunung
Kriteria SK PD IAI DIY (n=91) Yogyakarta (n=57) Progo Kidul
(n=90) (n=13) (n=17)

1. Memperoleh tuslag 70 (77%) 60 (67%) 35(61%) 10 (77%) 13 (76%)

2. Memperoleh persentase 39 (43%) 30 (33%) 27 (47%) 7 (54%) 9 (53%)

omset

- Sesuai standar (1% omset) 23 (25%) 16 (18%) 14 (25%) 7 (54%) 7 (41%)

- Tidak sesuai standar 16 (18%) 14 (16%) 13 (23%)  0(0%) 2 (12%)
(<1% omset)

3. Memperoleh THR 82 (90%) 86 (96%) 53 (93%) 12 (92%) 16 (94%)

- Sesuai standar (1 bulan 71 (78%) 74 (82%) 45 (79%) 10 (77%) 12 (71%)
gaji pokok)

- Tidak sesuai standar (<1 11 (12%) 12 (13%) 8 (14%) 2 (15%) 4 (24%)
bulan gaji pokok)

4. Memperoleh tunjangan 52 (57%) 48 (53%) 18 (32%) 5 (38%) 10 (59%)

kesehatan

- Sesuai standar (BPJS 45 (49%) 40 (44%) 14 (25%) 3 (23%) 4 (24%)
Kesehatan kelas II)

- Tidak sesuai standar 7 (8%) 8 (9%) 4 (7%) 2 (15%) 6 (35%)
(<BPJS Kesehatan kelas II)

5. Cuti Tahunan 70 (77%) 72 (80%) 39 (68%)  12(92%) 7 (41%)

- Sesuai standar (minimal 12 44 (48%) 46 (51%) 20 (35%) 6 (46%) 5 (29%)
hari kerja dalam 1 tahun)

- Tidak sesuai standar (<12 26 (29%) 26 (29%) 19 (33%) 6 (46%) 2 (12%)
hari kerja dalam 1 tahun)

6. Cuti Melahirkan 73 (80%) 76 (84%) 44 (77%) 5 (38%) 13 (76%)

- Sesuai standar (total 3 57 (63%) 57 (63%) 21 (37%) 2 (15%) 7 (41%)
bulan)

- Tidak sesuai standar (<3 16 (18%) 19 (21%) 23 (40%) 3 (23%) 6 (35%)
bulan)

Rp2.000.000 — Rp3.000.000 dengan tambahan
uang tuslag > Penelitian tersebut dilakukan
pada tahun 2018 wuntuk mengetahui
implementasi SK PD IAI DIY yang sama
dengan yang dilakukan dalam penelitian ini.
Artinya,  terlihat bahwa tidak ada
perkembangan  yang  berarti
pengimplementasian SK PD IAI DIY tersebut

dalam

di lapangan. Selain itu, peraturan yang ada
bersifat lemah dan tidak mengikat dan tidak
ada tindak lanjut dari PD untuk mengevaluasi
perturan yang ada. Antara PD yang lemah
atau peraturannya yang lemah. Maka, PD IAI
DIY perlu melakukan langkah kongkrit untuk

melakukan analisis penyebab maupun

melakukan langkah tegas atas pelanggaran
implementasi SK di lapangan.

Berdasarkan = Keputusan = Menteri
Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/
412/2015 tentang penyesuaian besaran

penghasilan tenaga kesehatan pegawai tidak
tetap (34) diperoleh informasi bahwa besaran
gaji pokok untuk profesi dokter/dokter gigi
adalah Rp2.636.000 dan bidan Rp2.181.500.
sedangkan untuk besaran penghasilan bersih
(take home pay) dokter/dokter gigi adalah
Rp2.847.280 dan  bidan  Rp2.356.370.
Penghasilan yang didapatkan oleh dokter,
dokter gigi, dan bidan tidak selalu sama
tergantung dari daerah tempat dimana
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mereka berpraktek. Penghasilan yang
diperoleh tersebut juga belum termasuk
dengan insentif. Kemudian untuk profesi
perawat, besaran jasa yang diperoleh sekitar
Rp2.300.000. Jika dibandingkan dengan
besaran jasa yang diterima oleh apoteker di
Yogyakarta dapat dikatakan bahwa gaji
apoteker masih berada dibawah dokter/dokter
gigi namun hampir sama dengan profesi yang
lain yaitu bidan dan perawat.

Penelitian mengenai besaran jasa
profesi apoteker masih jarang dilakukan.
Namun begitu, kami mendapatkan informasi
mengenai pendapatan profesi apoteker di
negara lain seperti Amerika Serikat dengan
besar gaji yaitu USD124.459 pertahun atau
sebesar USD10.371 perbulan®. Pendapatan
profesi apoteker di Yogyakarta adalah
Rp2.100.000-2.500.000 atau setara dengan
USD146,58-174,50 Jika
dibandingkan dengan data tersebut maka
besaran jasa profesi apoteker di Yogyakarta

masih jauh lebih kecil. Menurut Azikin

perbulan.

(2019)%, faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi besarnya kompensasi
diantaranya: penawaran dan permintaan

tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan
perusahaan, produktivitas kerja karyawan,
biaya hidup, pendidikan dan pengalaman
karyawan serta posisi jabatan karyawan.
Apoteker yang bekerja di apotek
seluruh  Yogyakarta  sebagian  besar
mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan
SK 1Al yang telah dikeluarkan. Jika dilihat dari
beberapa  faktor = penyebab  besarnya
kompensasi menurut Azikin (2019)%, hal
dapat disebabkan
produktivitas karyawan dalam bekerja.
Produktivitas karyawan akan berpengaruh
terhadap jumlah pelanggan yang akan
berkunjung ke apotek dan jumlah pembelian
obat pelanggan. Ketika apoteker memiliki

tersebut karena

produktivitas dan juga keterampilan dalam
proses jual beli obat akan sangat membantu
apotek dalam mencapai omset yang
ditargetkan dan juga bisa melebihi target.
Hal ini akan mempengaruhi gaji yang
didapatkan  apoteker. Apotek  yang
mendapatkan omset sesuai target setiap

bulannya akan mudah untuk memberikan
kompensasi kepada karyawannya. Begitu juga
sebaliknya jika apoteker tidak memiliki
produktivitas dan juga keterampilan dalam
penjualan obat akan membuat apotek menjadi
sepi dan setiap bulannya tidak mendapatkan
omset sesuai target sehingga dapat membuat
PSA (pemilik sarana apotek) memberikan gaji
tidak sesuai dengan peraturan. Kemampuan
finansial perusahaan menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi gaji karyawan (37).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dan juga berdasarkan data dari di
negara lain, menunjukkan jasa profesi
apoteker yang bekerja di apotek sudah
saatnya diterapkan (38). Namun begitu,
apoteker yang bekerja di apotek juga harus
dapat menunjukkan performa kerja yang baik.
Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah
peningkatan pendapatan
ditunjang dengan performa kerja apoteker
yang optimal. Di samping itu, sudah
seharusnya pemilik sarana apotek menaati
regulasi yang ada dalam pemberian jasa

apotek karena

profesi apoteker. Di sisi lain, IAI sebagai
organisasi profesi diharapkan mampu
melindungi hak-hak anggotanya untuk
mendapatkan kompensasi yang layak dan
juga terlibat dalam peningkatan kuliatas kerja
anggotanya.

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil
penelitian yang telah dilakukan terdapat
beberapa keterbatasan penelitian. Walaupun
jumlah minimal sampel penelitian terpenuhi,
namun sampel setiap
kabupaten/kota  belum  menggambarkan
proporsi jumlah apoteker yang berpraktek di
apotek di setiap kabupaten/kota. Jumlah
minimal sampel yang belum terpenuhi adalah
responden yang berasal dari Kabupaten Kulon

distribusi

Progo dan Gunungkidul. Peneliti telah
menyebarkan kuesioner melalui media
Whatsapp/email apoteker di DIY dan

mendatangi secara langsung beberapa apotek
di lima kabupaten/kota jumlah sampel
minimal di kedua kabupaten ini belum
terpenuhi. Hal ini terkait beberapa data
rahasia sehingga para apoteker
keberatan untuk menyampaikan. Namun

bersifat
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begitu, jumlah sampel minimal untuk

keseluruhan propinsi DIY sudah terpenuhi.

KESIMPULAN

Implementasi dari SK PD IAI DIY No
029/1AI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa
Profesi Apoteker DIY Tahun 2017 masih
rendah. Pada kategori apoteker pemegang SIA
hanya tujuh responden yang memenuhi
semua kriteria pada SK, yaitu tiga responden
berasal dari Sleman, dua responden dari Kota
Yogyakarta dan dua responden dari Bantul.
Pada kategori apoteker non-pemegang SIA
hanya empat responden yang memenuhi
semua kriteria pada SK, yaitu satu responden
berasal dari Sleman, dua responden dari Kota
Yogyakarta dan satu responden dari Gunung
Kidul.
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